
BUPATI LAMONGAN 
PROVINS! JA WA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 

NOMOR 87 TAHUN 2019 

TENTANG 

SALINAN 

SISTEM DAN PROSEDUR PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan 

daerah secara tertib, efektif, efesien dan akuntabel 

yang meliputi perencanaan dan pengangaran, 

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, pelaksanaan dan penatausahaan 

penerimaan, pelaksanaan dan penatausahaan 

belanja serta akuntansi dan pertanggungjawaban, 

perlu adanya sistem dan prosedur 
perbendaharaan keuangan daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Daerah 

Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan 

Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah 

Tahun Anggaran 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan 

dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
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Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

3 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenta ng 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Ta mba han 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 ten tang Perubahan Ata s Unda ng­

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba han 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang­

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5697); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pe laporan Keuanga n dan Kinerj a Insta nsi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5156); 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 
Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan 
dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2002 Nomor 3/D); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 
11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2007 Nomor 10/E). 
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
2018 Nomor 3); 



Menetapkan 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN 

PROSEDUR 

BUPATI TENTANG 

PERBENDAHARAAN 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

SISTEM DAN 

KEUANGAN 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan . 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Lamongan. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan . 

4 . Bupati adalah Bupati Lamongan. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Da erah 

Ka bu paten Lamongan selaku Koordinator 

Pengelolaan Keuangan Daerah , Ketua Tim 

Anggaran Pemerin ta h Daerah dan Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Sekretariat Daerah. 

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan 

Pengelolaan Keuangan dan A set Dae rah 

Kabupaten Lamongan. 

7. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan . 

8 . Pejabat Pengelola Keua ngan Daera h yang 

sela njutnya disingka t PPKD adalah Kepala BPKAD 

yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Lamongan dan bertindak 

sebagai Bendahara Umum Daerah . 

9 . Keuangan Daerah adalah semua hak dan 

kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 

uang termasuk didalamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut. 

10. Anggaran Pendapata n dan Belanj a Daerah ya n g 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan Pemerinta h Daerah yang dibaha s dan 
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disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 

DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada 

Pemerintah Daerah selaku pengguna 

anggaran / pengguna barang. 

12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat 

Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 

anggaran/barang, yang Juga melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah. 

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam 

kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

di pim pinnya. 

15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan barang milik daerah. 

16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang 

selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat 

yangdiberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 

tugas BUD. 

17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang 

diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan pengguna anggaran dalam 

melaksanakan se bagian tugas dan fungsi SKPD. 

18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang 

selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat 

yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 

pada SKPD. 

19. Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan yang 

selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada 

unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau 

beberapa kegiatan dari suatu program sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional 

yang ditunjuk menenma, meny1mpan, 

menyetorkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang pendapatan 

daerah dalam pelaksanaan APBD pada SKPD. 
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21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat 

fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, 

membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 

belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. 

22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang 

selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang 

dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan 

dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai 

tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 

kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD 

yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana 

daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan 

kebutuhan. 

23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan 

program prioritas dan patokan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk 

setiap program sebagai acuan dalam penyusunan 

RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 

24. Prioritas dan Plafon Anggaran, yang selanjutnya 

disingkat PPA adalah program prioritas dan 

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan RKA-SKPD setelah 

disepakati dengan DPRD. 

25. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang 

selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen 

perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program 

dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan 

sebagai dasar penyusunan APBD. 

26. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran 

bad an/ dinas / bagian keuangan selaku Bendahara 

Umum Daerah . 

27. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD, yang 

selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen 

yang memuat Pendapatan dan Belanja yang 

disusun dan disiapkan oleh Kepala SKPD, 

disahkan oleh PPKD dan disetujui pengesahannya 

oleh Sekretaris Daerah yang diguna kan se bagai 
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dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna 

Anggaran / kuasa pengguna anggaran; 

28. Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan 

anggaran badan / dinas / bagian keuangan selaku 

BUD. 

29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 

SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD 

adalah dokumen yang memuat perubahan 

pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai 

dasar perubahan penggunaan anggaran oleh 

pengguna anggaran. 

30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 

PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD 

adalah dokumen pelaksanaan perubahan 

anggaran bad an/ dinas / bagian keuangan selaku 

Bendahara Umum Daerah. 

Pasal2 

( 1) Sis tern dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan 

Daerah, meliputi: 

a. latar belakang; 

b. maksud dan tujuan; 

c. anggaran kas; 

d. pembuatan surat penyediaan dana; 

e. pengajuan surat permintaan pembayaran; 

f. penerbitan surat perintah membayar; 

g. penerbitan surat perintah pencairan dana; dan 

h. surat pertanggungjawaban (SPj) . 

1. Surat keterangan pemberhentian pembayaran 

(skpp) gaji. 

(2) Uraian Sistem dan Prosedur Perbendaharaan 

Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga l 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati 1m dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Lamongan. 

Ditetapkan di Lamongan 

pada tanggal 30 Desember 2019 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 30 Desember 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN 

ttd 
YUHROHNUR EFENDI 

BUPATI LAMONGAN, 

ttd 

FADELI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019 NOMOR 88 



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NO MOR 87 TAHUN 2019 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PERBENDAHARAAN KEUANGAN 

DAERAH TAHUN 2020. 

URAIAN SISTEM DAN PROSEDUR PERBENDAHARAAN KEUANGAN 
DAERAH 

I. Latar Belakang 

Bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, salah satu upaya yang 
dapat dilakukan dengan melalui proses pencairan dana yang 
memenuhi prinsip tepat waktu, lengkap dan benar. 

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Daerah untuk 
memiliki pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang 
lebih rinci dan implementatif, dan untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 91 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan 
Keuangan Daerah. 

II. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 
Maksud disusun dan diterbitkannya manual sistem dan 

prosedur perbendaharaan adalah untuk mewujudkan pencairan 
dana yang tepat waktu, lengkap dan benar di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang dilakukan secara administrative, 
subtansial dan material secara efektif, efisien, akuntabel, dan 
transparan. 

2 . Tujuan 
Sistem dan prosedur perbendaharaan pada dasarnya 

merupakan serangkaian prosedur (mekanisme) yang digunakan 
dalam rangka penyusunan kelengkapan pencairan dana. 
Penyusunan manual sistem dan prosedur perbendaharaan 
Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan pedoman 
penyusunan kelengkapan dokumen-dokumen pencairan dana 
yang benar dan sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

III. Anggaran Kas 

1. Ketentuan Umum 
Penyusunan anggaran kas Pemerin tah Daerah dilakukan guna 
mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai 
pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana 
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yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. 
Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber 
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan 
guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 
Dalam proses penatausahaan, anggaran kas mempunyai peran 
penting sebagai alat kontrol dan pengendalian. Dokumen ini dibuat 
(direkapitulasi) oleh TAPD untuk ditetapkan oleh PPKD selaku BUD 
yang dalam tahap berikutnya menjadi dasar pembuatan SPD. 

2. Pihak-pihak Terkait 
a. PPKD selaku BUD 

Dalam kegiatan m1, PPKD memiliki tugas melakukan 
pengesahan Rancangan Anggaran Kas menjadi Anggaran Kas 
sebagai dasar penyusunan SPP di SKPD. 

b. SKPD 
Dalam kegiatan ini, SKPD memiliki tugas menyusun Rancangan 
Anggaran Kas SKPD berdasarkan rancangan DPA SKPD yang 
telah dibuat. 

c. TAPD 
Dalam kegiatan ini, TAPD memiliki tugas: 
a. melakukan verifikasi Rancangan Anggaran Kas SKPD 

bersama Kepala SKPD; 
b. melakukan rekapitulasi Rancangan Anggaran Kas dari SKPD. 

3. Langkah-Langkah Teknis 
a. Lanqkah 1 

Kepala SKPD menyusun Rancangan Anggaran kas 
berdasarkan Rancangan DPA SKPD dan menyerahkan 
Rancangan Anggaran Kas SKPD kepada PPKD selaku BUD 
bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD paling lambat 6 
hari kerja setelah adanya pemberitahuan. 

b. Lanqkah2 
PPKD mengotorisasi Rancangan Anggaran Kas SKPD dan 
kemudian diserahkan kepada TAPD. 
TAPD bersama dengan kepala SKPD memverifikasi 
rancangan DPA SKPD berdasarkan Peraturan Bupati tentang 
penjabaran APBD, paling lambat 15 hari kerja sejak 
ditetapkannya peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 

c. Lanqkah 3 
TAPD menyerahkan Rancangan Anggaran Kas SKPD yang 
lolos verifikasi kepada PPKD untuk disahkan menjadi 
Anggaran Kas Pemerintah Daerah. 
Rancangan Anggaran Kas SKPD dibuat arsip oleh PPKD, 
sedangkan Rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah 
digunakan dalam proses pembuatan Surat Penyediaaan 
Dana. 

Contoh dokumen Anggaran Kas Daerah sesuai format Tabel 3 
sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. 

IV. Pembuatan Surat Penyediaan Dana 

1. Deskripsi Kegiatan 

-2-



SPD adalah Surat Penyediaan Dana, yang dibuat oleh BUD 
dalam rangka manajemen kas daerah. Manajemen kas adalah 
kemampuan dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi 
setiap SKPD, artinya BUD harus mampu memperkirakan 
kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam memenuhi 
kebutuhan dana SKPD. Hal ini penting, karena akan mempengaruhi 
jumlah dana yang dapat disediakan dalam satu kali pengajuan SPD, 
serta periode pengajuan SPD. Contohnya, apabila mampu 
mencukupi kebutuhan dana yang di-SPD-kan untuk kurun waktu 3 
bulan, maka periode pengajuan SPD cukup 1 kali tiap 3 bulan 
terse but. 

SPD digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap 
SKPD dalam periode waktu tertentu. Informasi dalam SPD 
menunjukkan secara jelas alokasi tiap kegiatan tetapi dapat 
diperbolehkan tidak harus dibuat SPD untuk setiap kegiatan secara 
tersendiri. 

Untuk mengakomodasi belanja atas kegiatan yang sifatnya 
wajib dan mengikat dan harus dilaksanakan sebelum DPA SKPD 
disahkan, PPKD selaku BUD membuat SPD-nya tanpa menunggu 
D PA disahkan. 

2. Pihak-pihak Terkait 
a . Kuasa BUD 

Dalam kegiatan ini, kuasa BUD mempunyai tugas : 
1) menganalisa DPA SKPD yang ada di database; 
2) menganalisa anggaran kas pemerintah khususnya data per 

SKPD; 
3) menyiapkan draft SPD; 
4) mendistribusikan SPD kepada para Pengguna Anggaran. 

b. PPKD 
Dalam kegiatan ini, PPKD mempunyai tugas : 
1) meneliti draft SPD yang diajukan Kuasa BUD 
2) melakukan otorisasi SPD. 

c . Pengguna Angaran 
Dalam kegiatan ini, Pengguna Anggaran mempunyai tugas: 
1) memberikan keterangan yang diperlukan oleh Kuasa BUD; 
2) mengarsipkan SPD yang diterima. 

3. Langkah-Langkah Teknis 
a . Langkah 1 

Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD segera setelah 
menerima Rancangan DPA SKPD dan Anggaran Kas SKPD. 
Kuasa BUD menyiapkan Rancangan SPD berdasarkan DPA 
SKPD dan Anggaran Kas Pemerintah Daerah. Rancangan SPD 
yang telah dibuat, diserahkan kepada PPKD untuk diotorisasi 
dan ditandatangani oleh PPKD. 
Rancangan SPD yang dibuat itu akan berisi jumlah penyediaan 
dana yang dibutuhkan, baik untuk mengisi Uang Persediaan 
(UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambah Uang Persediaan 
(TU), dan pembelian barang dan jasa modal, maupun penggajian 
dan tunjangan (LS) . 

b. Langkah2 
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PPKD kemudian melakukan pengesahan dan membuat SPD 
tersebut menjadi rangkap dua: 
1. Dokumen pertama diserahkan kepada Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang akan dipakai 
sebagai dasar dalam pembuatan SPP; 

2 . Dokumen kedua dibuat sebaga i arsip oleh PPKD. 

Contoh dokumen SPD, sesuai dengan format 4.1, format 4.2 dan 
format 4 .3 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan 
Bupati ini. 

V. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran 

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan 
SPD se bagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat ( 1) Permendagri 
Nomor 13 Tahun 2006, bendahara pengeluaran mengajukan SPP 
kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK­
SKPD yang terdiri dari: 
a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP); 
b. SPP Ganti Uang (SPP-GU); 
c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan 
d. SPP Langsung (SPP-LS) . 

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh 
bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka 
pengisian uang persediaan. Dokumen SPP-UP untuk diterbitkan SPM­
UP terdiri dari: 
a. surat pengantar SPP-UP; 
b . ringkasan SPP-UP; 
c. rincian SPP-UP; 
d. salinan SPD; 
e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang 
yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang 
persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan 

f. lampiran lain yang diperlukan. 
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh 

bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka 
ganti uang persediaan. Dokumen SPP-GU untuk diterbitkan SPM-GU 
terdiri dari: 
a . surat pengantar SPP-GU; 
b. ringkasan SPP-GU; 
c. rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu; 
d . bukti transaksi yang sah dan lengkap; 
e. salinan SPD; 
f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa 
uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain 
ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; 
dan 

g. lampiran lain yang diperlukan. 
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